
PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK
PERI\TURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

NOMOR IO TAHUN 2OO7

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
NOMOR 12 TAHUN 2OO5 TENTANG KEDUDUK.AN PROTOKOLER

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

b.

DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONTIANAK,

bahwa untuk mendorong peningkatan kinerja DPRD dan upaya
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pimpinan dan Anggota
DPRD, dipandang perlu merubah kedudukan keuangan pimpinan dan
Anggota DPRD;

bahwa dengan telah berlakunya Peraturan pemerintah Republik
Indonesia Nomor 37 Tahun 2006 tentang perubahan Atas peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2oo4 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2oor, dipandang perru
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan perwakilan
Rakyat Daerah dilakukan penyesuaian dan perubahan;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf
b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan perwakilan
Rakyat Daerah ;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1g5g tentang penetapan Undang-
undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah
Tingkat ll di Kalimantan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
1953 Nomor 9) sebagai undang-undang (Lembaran Negara Repubrik
fndonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 1820) ;

undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang protokol (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3363) ;

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyerenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun lggg Nomor TS,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

2.

3.



4. undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang susunan dan
Kedudukan Majelis permusyawaratan Rakyat, ojwan perwat<itan
Rakyat, Dewan penvakiran Daerah dan Dewan perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor g2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4310);

5. undang-undang Nomor 1 Tahun 2oo4 tentang perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2oo4 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik tndonesia Nomor 4355) ;

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2oo4 tentang pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran rudgara Repuolix
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Leirbaran Negara
Republik lndonesia Nomor affi9) ;

7. undang-Undang Nomor 32 Tahun 2oo4 tentang pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Repubrik lndonesia Tahun 2oo4 Nomor 12s,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor g
Tahun 2005 tenrang penetapan peraturan plmerintalh pengganti
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang pemerintanan o-a'eran
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negaia Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 4548);

8. undang-undang Nomor 33 Tahun 2oo4 tentang perimbangan
Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Nlegara nepu'otit<
lndonesia Tahun 2oo4 Nomor 126, Tambahan LemSaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4a3e;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2o0o tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan propinsi sebagai Dierah otonom
(Lembaran Negara Repubrik rndonesia Tahun 2000 Nomor s4,
Tambahan Lembaran Negara Republik tndonesia Nomor 3952) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2oo4 tentang Kedudukan'' Protokoler dan Keuangan pimpinan dan Anggota Dewan perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republii Indonesia Tahun 2oo4
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416) sebagaimana terah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2ao7 (Lembaran ttegara
Republik lndonesia Tahun 2oor Nomor 47, Tambahan Lembiran
Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2s rahun 2oo4 tentang pedoman
Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Raiyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ao4 Nomor 91,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417)
sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Republik
Indonesia Nomor 53 Tahun 200s (Lembaran Negara Republik
f ndonesia Tahun 2oos Nomor 130, Tambahan Lem-baran Negara
Republik Indonesia Nomor 456g) ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 5s rahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 4575);



13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OOS tentang pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2oos
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 20OS tentang pedoman
Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Repubrik Indonesia Tahun 2oo5 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593) ;

l5.Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2OO1 tentang Tata Cara
Pengawasan Penyelenggaraan pemerintah Daerah ;

l6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2OO7 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, penganggaran dan
Pertanggung Jawaban penggunaan Belanja penunjang d[erasional
Pimpinan Dewan perwakiran Rakyat Daerah sertj Tata cara
Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana operasional;

lT.Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 02 Tahun 2005
tentang Pembentukan dan susunan organisasi perangkat Daerah
Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah kabupaten pontianak rahun
2005 Nomor 02 Seri D Nomor 01) ;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 12 Tahun 2006
tentang Kedudukan Protokorer dan Keuangan pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lem-baran Daerah xabu[iten
Pontianak Tahun 2006 Nomor 12 Seri E Nomor 02) ;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

dan
BUPATI PONTIANAK

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN PONTIANAK NOMOR 12 TAHUN 2006
TENTANG KEDUDUK^AN PROTOKOLER DAN KEUANGAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAER,AH

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2006 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan penvakilan RJkyat Daerah
(Lembaran Daerah rahun 2006 Nomor 12), diubih sebagai berikut :

1. Diantara angka 21 dan angka 22Palgl1 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 21a
dan 21b, ketentuan Pasal 1 angka 22 diubah, 

'sehingga pasal-l angka 21i, angka
21b dan angka 22berbunyi sebagai berikut:



Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

21a. Tunjangan Komunikasi lntensif adalah uang yang diberikan kepada pimpinan
dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan
kinerja Pimpinan dan Anggota DpRD.

21b' Belanja Pelg{3nO Operasional Pimpinan adalah Dana yang disediakan bagi
Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yan-g
berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna
melancarkan pelaksanaan tugas pimpinan DPRD sehari-hari. -

22. Tunjangan Kesejahteraan adalah Tunjangan yang disediakan berupa
pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, pakaian dinas kepada pimpinan
dan Anggota DPRD, penyediaan rumah jabatan Pimpinan DPRD, serta rumah
dinas Anggota DPRD dan perlengkapannya.

2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas :

a. Uang Representasi;
b. Tunjangan Keluarga;
c. Tunjangan Beras;
d. Uang Paket;
e. Tunjangan Jabatan;
f . Tunjangan Panitia Musyawarah;
g. Tunjangan Komisi;
h. Tunjangan Panitia Anggaran;
i. Tunjangan Badan Kehormatsn; danj. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya.

3. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni pasal 10A, yang
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10A

Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, kepada pimpinan dan
Anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa Tunjangan Komunikasi lntensif.

4. Ketentuan Pasal 11 ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

(1) Pimpinan dan Anggota DpRD diberikan Uang Representasi.
(2) Uang Representasi Ketua DPRD setara dengan Gaji Pokok Bupati yang telah

ditetapkan oleh Pemerintah.
(3) Uang Representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80 o/o (Delapan puluh

Perseratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD.
(4) Uang Representasi Anggota DPRD sebesar 75 o/o (Tujuh puluh Lima

Perseratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD.



5. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 11A, yang
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 114

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan
Beras.

(2) Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil.

Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 144 dan 148,
yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 144

Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1OA diberikan
lepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 2 (dua) kali uang representasi Ketua
DPRD.

Pasal 148

Tunjangan Komunikasi lntensif sebagaimana dimaksud dalam pasal 14A dibayarkan
terhitung mulai tanggal 1 Januari 2A07.

7. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1) Pajak Penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penghasilan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibebankan pada APBD.

(2) Pajak Penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penerimaan lain
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10A dibebankan kepada yang
bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
dibidang perpajakan.

Diantara Pasal 21 dan Pasal 22 bagian Kedua disisipkan 1 (satu) bagian, yakni
Bagian Kedua A dan ketentuan Pasal 22 Bagian Kedua diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Bagian Kedua A
Uang Duka dan Bantuan

Pengurusan Jenazah

Pasal 22

(1) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia tidak dalam
menjalankan tugas, kepada ahli waris diberikan uang duka sebesar 2 (dua) kali
uang representasi.

(2) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia dalam menjalankan
tugas, kepada ahli waris diberikan uang duka sebesar 6 (enam) kali uang
representasi.

(3) Selain uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepada
ahli waris diberikan bantuan pengurusan jenazah.

6.



9. Diantara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 5 (lima) pasal, yakni pasal 24 A, pasal24
B, Pasal 24 c, Pasal 24 D dan Pasal 24 E yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24 A

Selain Belanja Penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24, kepada
Pimpinan DPRD disediakan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan setiap bulan
sebesar 4 (empat) kali uang representasi Ketua DPRD ditambah 2% (dua seperdua)
kalijumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD.

Pasal 24 B

Besaran Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24 A diatur lebih lanjut dalam Keputusan aupiti sesuai dengan
Peraturan Perundang-undangan

Pasal 24 C

Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 A disediakan terhitung mulai tanggal 1 April 2OO7.

Pasal 24 D

Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24 A berdasarkan pertimbangan kebiyakan Pimpinan DPRD dengan
memperhatikan asas manfaat dan efisiensi dalam rangka mendukung kelancaian
pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari dan tidak untuk keperluan pribadi.

Pasal 24 E

Penganggaran dan Pertanggungjawaban penggunaan Belanja penunjang
Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 A diatur Oengan
Keputusan Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dibiding
keuangan.

Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

(1) Sekretaris DPRD menyusun Belanja Pimpinan dan Anggota DpRD yang terdiri
atas penghasilan, penerimaan lain, tunjangan PPh Pasal 21 dan Tunjangan
Kesejahteraan serta Belanja Penunjang Kegiatan DPRD yang diformulasi1an t<e
dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-
SKPD) Sekretariat DPRD.

(2) Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 10,
Pasal 10 A, Pasal 20, Pasal 22 dan Pasal 23 dianggarkan dalam Pos DpRD.

(3) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 21, serta Belanja penunjang
Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayal (2), diangga;.Xai
dalam Pos Sekretariat DPRD yang diuraikan ke dalam jenis belanla i6Oagai
berikut:

10.



a. Belanja Pegawai;

b. Belanja barang dan Jasa;

c. Betanja Modal.

(4) Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 A dianggarkan dalam pos Sekretariat DpRD.

(5) Sekretaris DPRD mengelola belanja DPRD sesuai dengan Peraturan dibidang
Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal ll

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten pontianak.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 1't Mei 2oo7

BUPATI PONTIANAK,

M
AGUS SALIM

0iundangkan di MemPawah

pade taisear...f'.:.F.;..?.@7 -..^..,.iiirnanis oatRAH KABUPATETT PoNTtAila r
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PENJELASAN

ATAS

PER.ATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

NOMOR IO TAHUN 2OO7

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PER.ATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER

DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

I. UMUM

Peraturan Daerah ini dimaksud untuk mengubah beberapa ketentuan peraturan
Daerah Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Perubahan dilakukan
dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Pemerintah Nom or 24 Tahun 2OO4
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubih tiga kali teL-Xnir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 20A7. Perubahan tersebut dalam ranlfa
mendorong peningkatan kinerja Dewan Penrvakilan Rakyat Daerah dan m"nliOi
bagian dalam upaya menciptakan kondisi sosial ekonomi yang baik dan seimbang.

Pemberian Tunjangan Komunikasi lntensif bagi Pimpinan dan Anggota DpRDserta Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD mempertimbangkan
kemampuan keuangan daerah, selain itu penyediaan Belanja penunjang Operasional
Pimpinan DPRD mempertimbangkan prinsip kesetaraan.

_ Prinsip kesetaraan dicerminkan dari adanya kesetaraan antara Bupati / Wakil
Bupati dengan Pimpinan DPRD yang masing-masing memperoleh dana operasional.
Sejalan dengan itu penggunaan Belanja P-enunjang Operasional pimpinan DpRD
didasarkan atas pertimbangan dengan memperhatiian asas manfaat dan efisiensi
dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari
dan tidak untuk kepentingan pribadi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup Jelas
Angka 2

Pasal 10
Cukup Jelas

Angka 3
Pasal 10A

Cukup Jelas



Angka 4
Pasal 1 1

Cukup Jelas

Angka 5
Pasal 11 A

Cukup Jelas

Angka 6
Pasal 14A

Cukup Jelas

Pasal 14 B
Cukup Jelas

Angka 7
Pasal 15

Cukup Jelas

Angka 8
Pasal 22

Uang Duka Wafat dan bantuan pengurusan jenazah dibebankan dalam
APBD dan diberikan kepada ahli waris pada saat Pimpinan atau
Anggota DPRD meninggal dunia.

Angka 9
Pasal 24 A

Yang dimaksud dengan "disediakan" adalah penyediaan anggaran
dalam Pos Sekretariat DPRD yang hanya dapat digunakan ipabila
diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DpRD
sehari-hari dan tidak untuk kelancaran pribadi.

Pasal 24 B
Cukup Jelas

Pasal 24 C
Cukup Jelas

Pasal 24 D
Cukup Jelas

Pasal 24 E
Cukup Jelas

Angka 10
Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal ll
Cukup Jelas


